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ABSTRAK 
 
 
AHMAD ZAINAL ABIDIN, ( B11106834 ), Judul Skripsi TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN(putusan Nomor: 
1251/Pid.B/2013/PN.Mks), dengan Bapak Muhadar. sebagai Pembimbing I 
dan Ibu Nur Aziza sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui 
penerapan ketentuan pidana materiil oleh Hakim dan jaksa penutut umum 
atas tindak pidana pemerkosaan dimana korban dalam kondisi tidak sadar, 
dan 2). Untuk mengetahui apa yang telah menjadi pertimbangan Hakim dalam 
mengambil sebuah putusan. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Makassar dengan memilih 
instansi yang terkait dengan masalah skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri 
Makassar. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis antara lain adalah 
penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data berupa dokumen - 
dokumen yang dibutuhkan dan penelitian lapangan melalui tehnik wawancara 
kemudian disajikan secara desktiptif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Penerapan ketentuan pidana 
materiil oleh hakim dan jaksa penuntut atas perkara pidana No. 1251/ Pid. B/ 
2012/ PN. Mks dalam kasus penyertaan dalam tindak pidana pemerkosaan 
yang dimana korban dalam keadaan tidak sadar sudah tepat hal ini sesuai 
dengan laporan dan pemaparan jaksa penuntut umum yang telah 
mempertimbangkan keadaan - keadaan si pembuat tindak pidana, apa dan 
bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan dan menjadi 
bahan rujukan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Hakim 
dalam menjatuhkan pidana, 2). Penerapan sanksi dalam perkara No. 1251/ 
Pid. B/ 2012/ PN. Mks adalah sudah tepat karena melihat daridari unsur - 
unsur Pasal 286 KUHP. 
 
 
 
 
 
vi 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 
Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 
yang memiliki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar, baik 
nikmat iman, kesehatan dan kekuatan didalam penyusunan skripsi ini. Salawat 
dan salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. 
keluarga dan para sahabatnya dan penegak sunnah-Nya sampai kelak akhir 
zaman.  
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak 
Prof. DR. Muhadar, S.H, M,S. Dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H, M,H., selaku Dosen 
Pembimbing, disela-sela rutinitasnya namun tetap meluangkan waktunya 
untuk memberikan petunjuk, dorongan, saran dan arahan sejak rencana 
penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini. 
 
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :  
1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO selaku rektor Universitas 
Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S,H, M.S. DFM.selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Ir. Abrar Saleng S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan I fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin 
4. Bapak Prof. DR. Muhadar, S.H, M,S. selaku Pembimbing I dan Ketua 
Jurusan Hukum Pidana 
5. Seluruh Staf Pengajar (Dosen) Fakultas Hukum Khususnya Staf Pengajar 
Ilmu Hukum pidana yang telah memberikan bekal pengetahuan selama 
penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. 
6. Seluruh Staf Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum yang telah memberikan 
pelayanan terbaik selama penulis mengikuti proses pendidikan.  
vii 
7. Sahabat-sahabat ku Sejurusan (Angkatan 06) Ila, Fajar, Rezky, Fadly, Dito, 
Anti, Gani, Isra, Feby dengan penuh keikhlasan membantu penulis 
kebersamaan kita selama menempuh hari-hari perkuliahan semoga tetap 
terjalin indah sebagai kenangan abadi selamanya 
 
Kepada Bapak Prof. DR. Muhadar, S.H, M,S. Dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H, 
M,H.., yang telah mendukung dan membantu penulis dengan penuh kesabaran 
membina penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi.  
Kepada Ayah dan Ibunda tercinta dengan penuh kasih sayang dan 
kesabaran telah membesarkan dan mendidik kami hingga dapat menempuh 
pendidikan yang layak. Juga buat Kakak-kakak dan adikku tercinta membantu 
baik moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan di perguruan 
tinggi (UNHAS).  
Akhirnya kepada Allah SWT jualah senantiasa penulis berharap semoga 
pengorbanan dan segala sesuatunya yang dengan tulus dan ikhlas telah 
diberikan dan penulis dapatkan akan selalu mendapat limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya,  
 
Amin., 
 
 
Makassar, Desember 2013 
 
                                                      Penulis 
 
 
 
 
 
 
viii 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL              i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING           ii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI       iii 
LEMBAR PENGESAHAN              iv 
UCAPAN TERIMA KASIH             vii 
DAFTAR ISI                x 
BAB I PENDAHULUAN              1 
A. Latar Belakang Masalah            1 
B. Rumusan Masalah             4 
C. Tujuan penelitian             4 
D. Kegunaan Penelitian            5 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA            6 
A. Tinjauan Hukum              6 
1. Pengertian tindak pidana           6 
2. Unsur - unsur tindak pidana          6 
B. Pidana dan Pemidanaan           8 
1. Teori Tujuan Pemidanaan          8 
2. Jenis - jenis Pemidanaan          12 
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan     17 
1. Tindak Pidana Pemerkosaan dan Unsur – unsurnya    17 
2. Tindak Pidana perkosaan Sebagai Pelecehan Hak  
Asasi Perempuan            22 
3. Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan 
Seksual               23 
D. Perlindungan Hukum Wanita Korban Perkosaan      24 
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengambil Putusan   26 
 
BAB III Metode Penilitian             32 
ix 
A. Lokasi Penelitian             32 
B. Jenis dan Sumber Data            32 
C. Teknik Pengumpulan Data           33 
D. Analisis Data              33 
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN          34 
A. Penerapan ketentuan pidana materiil oleh Hakim dan jaksapenuntut 
umum atas tindak pidana pemerkosaan dimana korbandalam kondisi 
tidaK sadar               34 
B. PertimbanganHakim dalam mengambil sebuah putusan perkara No. 
1251/ Pid. B/ 2012/ PN. Mks           39 
C. Analisis penulis              44 
BAB V PENUTUP               48 
A. Penutup                48 
B. Saran                49 
DAFTAR PUSTAKA              50 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LatarBelakang Masalah 
 
Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam 
kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya terutama 
kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah 
abadi dalamkehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan 
dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Kehidupan manusia 
pada abad ke 20 ini masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai 
suatu fenomena tidak berkesudahan, apakah mencapai tujuan suatu 
kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan tertentu dalam 
masyarakat atau tujuan bersifat perorangan (Romli Atmasasmita, 
1995:52). 
Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai 
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata 
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan 
manusia. 
Mengenai kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam 
Pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di 
luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana 
penjara selama - lamanya 12 (dua belas) tahun. 
Perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di 
Indonesia bahkan di dunia, dan bagi yang melakukan diancam sanksi 
pidana yang tidak ringan. Belakangan ini malah ada tuntutan agar pelaku 
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pemerkosa di hukum mati saja. 
Peristiwa kejahatan perkosaan di Indonesia, korbannya bukan hanya 
ditujukan kepada wanita dewasa saja tetapi anak dibawah umur juga 
rawan menjadi korban pemerkosaan. 
Kejahatan - kejahatan terhadap kesusilaan semakin rumit dalam 
persepsi masyarakat dengan menonjolnya era Hak Asasi Manusia. Selain 
dari pada itu, berita - berita media massa perlu ditelaah dengan cermat 
karena selalu mencampur adukkan masalah perkosaan dengan perzinaan. 
Dipandang dari segi Hak Asasi Manusia, wanita dewasa yang melakukan 
hubungan seks atas dasar rasa suka sama suka artinya tanpa paksaan 
atau ancaman apapun yang di Indonesia disebut kumpul kebo. Tampaknya 
di beberapa Negara telah dianggap merupakan hak pribadi. 
Perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual (perkosaan) sama 
artinya dengan dirampas hak - hak asasinya. Eksistensi Hak Asasi 
Manusia dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan nafsu 
seksual dan kebiadaban. Harkat manusia yang idealnya di junjung tinggi 
justru di nodai dan dirusak. Perbuatan tersebut telah mengingkari kodrat 
manusia sebagai makhluk sosial yang harus saling menghargai hak - hak 
tiap orang. 
Perilaku kejahatan merupakan bukan dominasi dari mereka yang 
berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah, apalagi kurang 
atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah 
menembus semua strata sosial dari strata rendah sampai tertinggi. 
Tejadinya modus kejahatan pemerkosaan di tengah masyarakat dapat 
mengundang reaksi sosial yang bermacam - macam karena berkaitan 
dengan modalinteraksi sosial antara pelaku tindak pidana dan antara 
sosial masyarakat. 
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Adanya asumsi bahwa penegakan hukum belum menjembatangi 
aspirasi korban dan sanksi selaku pencari keadilan, maka salah satu pihak 
yang ikut bertanggung jawab dalam kaitannya dengan terjadinya kasus - 
kasus pemerkosaan adalah penegakan hukumnya, artinya aparat penegak 
hukum yang kurang memberikan respon perlindungan hukum terhadap 
pelaku tindak pidana pemerkosaan dinilai sebagai pihak yang harus 
bertanggung jawab terhadap maraknya kasus - kasus pemerkosaan 
dimana sistem peradilan di Indonesia dianggap belum menjembatangi 
aspiresasi korban kejahatan pemerkosaan. 
Selama ini penyelidik maupun penyidik membuat keteterangan suatu 
tindak pidana, tidak jarang mengalami kesulitan karena sanksi tidak dapat 
dihadirkan yang disebabkan antara lain adanya ancaman dari pihak - pihak 
tertentu. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai 
pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama 
menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. 
Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam 
upaya menegakkan hukum dan keadilan. 
Kriminologi UI, Hakristuti Harkrisnowo mengemukakan, "dari sekian 
banyaknya tindak pidana pemerkosaan dimana wanita menjadi Korban, 
pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapati 
perhatian dari para ahli - ahli ilmu sosial pada tahun - tahun terakhirini. 
Telah banyak diteliti oleh ahli - ahli sosial di Negara Barat bahwa 
pemerkosaan mempunyai dampak yang tidak ringan terhadap korbannya 
yang akan berbekas sepanjang hidup si korban. Sebagian diantara mereka 
yang menjadi korban pemerkosaan enggan atau merasa malu untuk 
melaporkannya ke pranata peradilan pidana. Keengganan ini dipengaruhi 
oleh faktor internal misalnya dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran 
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terhadap proses peradilan yang diduga tidak menjembatangi dandan 
melindungi hak - haknya misalnya ketakutan akan aibnya diekspos ke 
dalam khalayak masyarakat. 
Disamping itu pula korban jadi takut melapor (mengadukan) kasus 
yang menimpanya karena adanya unsur kekhawatiran cacat fisik maupun 
unsur psikologinya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan 
menjadikan data resmiyang dilaporkan oleh pihak berwajib kurang lengkap, 
sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang 
dialaminya sendiri. 
Posisi saksi pemerkosaan yang demikian penting ini nampaknya 
sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata 
sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk Undang - undang, 
yang tidak secara khusus, memberikan perlindungan hukum kepada saksi 
dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh 
tersangka atau terdakwa. 
Berdasarkan latar belakang permasalah tersebut di atas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Perkosaan". 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pengamatan yang melatar belakangi masalah maka 
dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapanHukum pidana materil Jaksa Penuntut 
Umum atas Tindak Pidana Pemerkosaan? 
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan dalam perkara No. 1251/Pid.B/2013/PN.Makassar 
C. Tujuan Penelitian 
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   Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan Hukum kepada pelaku tindak pidana 
pemerkosaan terhadap korban dalam keadaan tidak sadar. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. 
D. Kegunaan Penelitian 
   Kegunaan penelitian dalam penulisan antara lain: 
1. Secara Akademis/teoritis 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran 
dalam pembangunan penegakan hukum di Indonesia terutama 
masalah yang menyangkut tindak pidana pemerkosaan yang 
dilakukan kepada korban dalam keadaan tidak sadar.. 
2. Secara Praktik dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam 
penegakan di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan 
permasalahan tindak pidana pemerkosaan yang dimana korban 
dalam keadaan tidak sadar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
I. Pengertian Tindak Pidana 
 
Tindak pidana adalah suatu tindakan yang menimbulkan tuntutan 
hukum yang biasa juga disebut sebagai tindak pidana. Menurut Simons 
Strafbaar feit adalah kelakuan (hendeling) yang diancam dengan pidana, 
yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel 
merumuskan sebagai berikut: Strafbaar feit adalah kelakuan orang yang 
dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 
dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno. 2004: 54). Dengan 
pengertian diatas dapat kiranya tindak pidana kita samakan dengan istilah 
inggris Criminal Act. Untuk tindak pidana tidak cukup dengan dilakukannya 
perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atas 
sikap batin yang dapat di cela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak 
tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 
Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak 
pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan para 
ahli hukum, antara lain:  
Satochid Kartanegara yang cenderung untuk menggunakan istilah 
delik, yang memberikan pengertian bahwa straafbaarfeit adalah perbuatan 
yang dilarang oleh undang - undang yang diancam dengan hukuman. 
Pompe (Lamintang, 1997: 182) memberi pengertian straafbaarfeit itu 
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dari dua segi yaitu; 
a. Dari segi teoritis, straafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai salah 
satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seseorang pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, 
b. Dari segi hukum positif, straafbaarfeit itu sebenarnya adalah tindak 
lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang - 
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 
 
Simons (Zainal Abidin, 2007:22) memakai istilah "straafbaarfeit", 
dengan merumuskan sebagai salah satu perbuatan yang diancam pidana, 
melawanmelawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang 
dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu. 
Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan 
hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. 
 
II. Unsur - unsur Tindak Pidana 
Dari berbagai pengertian tindak pidana yang telah diuraikan, maka 
tindak pidana mempunyai unsur - unsur seperti yang dikemukakan oleh 
E.Y Kanter dan S. R Sianturi (Adami Chazawi, 2002: 211) yaitu: 
1. Subjek 
2. Kesalahan 
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan) 
4. Suatu Tindakan Yang dilarang dan diharuskan oleh undang - 
undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. 
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5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) 
 
Unsur tindak pidana yang dikenal dalam KUHP (Adami Chazawi 2002: 82) 
ada unsur yaitu: 
1. Unsur tingkah laku 
2. Unsur melawan hukum 
3. Unsur kesalahan  
4. Unsur akibat konstitutif 
5. Unsur keadaan yang menyertai 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 
 
B. Pidana dan Pemidanaan 
I. Teori Tujuan Pemidanaan 
Dalam menguraikan teori pemidanaan, penulis berpatokan pada 
Adami Chazawi (2008: 157-166) yang pada garis besarnya teori 
pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu: 
1. Teori absolute atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien). 
Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari 
penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku tindak 
pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak 
pidana tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada 
hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) 
yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus 
diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa 
kejahatan) yang dilakukannya. 
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    Penjatuhan Pidana yang pada dasarnya penderitaan pada 
pelaku tindak pidana dibenarkan karena pelaku tindak pidana telah 
membuat penderitaan bagi orang lain. 
    Tindakan Pembalasan/Pembalasan di dalam penjatuhan 
pidana mempunyai dua arah yaitu: 
a. Ditujukan pada pelaku tindak pidananya (sudut subjektif dari 
pembalasan). 
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di 
kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
2. Teori relative atau Teori Tujuan (doel theorien) 
Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan Tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
 
   Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana 
itu mempunyai tiga macam sifat yaitu: 
1. Bersifat menakut - nakuti (afsbrikking). 
2. Bersifat memperbaiki (verbetering / reclasering). 
3. Bersifat membinasakan (onscbadelijk maken). 
 
Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam yaitu: 
1. pencegahan umum (general preventive) 
Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada 
pelaku tindak pidana ditujukan agar orang - orang (umum) menjadi 
takut berbuat kejahatan. Pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana 
itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru 
dan melakukan perbuatan yang serupa dengan pelaku tindak 
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pidana itu. 
2. Pencegahan Khusus (special precentive) 
Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku Kejahatan 
yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan 
kejahatan, dan , mencegah agar orang yang telah berniat buruk 
untuk tidak mewujudkan niatnya ke dalam bentuk perbuatan nyata. 
Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang 
sifatnya ada tiga macam yaitu: 
a. Menakut - nakuti 
b. Memperbaikinya, dan 
c. Membuat jadi tidak berdaya 
 
3. Teori Gabungan (vernegings theorien) 
     Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori Gabungan ini dapat dibedakan 
menjadi dua golongan besar, yaitu: 
a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan Itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu 
dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
 
Sedangkan, pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan 
yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu 
pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat 
pengaruh dari pemikiran - pemikiran para pemikir atau para 
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penulisbeberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan 
pendapat mereka tentang dasar pembenaran dari suatu 
pemidanaan, baik yang telah melihat pemidanaan itu semata - mata 
sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan 
pemidanaan itu semata - mata sebagai pemidanaan saja, maupun 
yang telah mengaitkan pemidanaan itu dengan tujuan atau dengan 
tujuan - tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaannya itu 
sendiri. 
 
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang 
ingin dicapai dengan suatu Pemidanaan yaitu: 
a) Untuk Memperbaiki pribadi dari pelaku tindak pidana itu sendiri. 
b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan - 
kejahatan. 
c) Untuk membuat pelaku tindak pidana tertentu menjadi tidak 
mampu untuk melakukan kejahatan - kejahatan yang lain, yakni 
pelaku tindak pidana dengan cara yang lain sudah tidak dapat 
diperbaiki lagi. 
Simons (Lamintang, 1984: 11) berpendapat bahwa: praktek 
pemidanaan itu berada di bawah pengaruh dari pembalasan atau 
vergeldingsidee dan paham membuat jera atau afschrikkingsdee. 
M. Solahuddin (Bambang Poernomo, 1994: 127). Rancangan KUHP 
Nasional dalam pasal 50 ayat 1 telah menetapkan tujuan pemidanaan 
sebagai berikut: 
a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat. 
b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
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sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. 
c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 
d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
 
II. Jenis - jenis pidana 
     KUHP sebagai induk atau sumber daya utama hukum pidana telah 
merinci jenis - jenis pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 
KUHP. Menurut stelsel KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, 
antara lain pidana pokok dengan tambahan. 
Pidana pokok terdiri dari: 
 Pidana mati 
Berdasarkan pada pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang 
tinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. 
Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang 
pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi 
manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, 
maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan 
pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara 
memandang pidana mati itu sendiri. 
 
Kelemahan dan keberatan pidana mati ialah apabila telah 
dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, 
baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri 
terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu 
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terdapar kekeliriuan atas kesalahan terpidana. 
Dalam KUHP kejahatan - kejahatan yang diancam dengan pidana 
mati hanyalah pada kejahatan - kejahatan yang dipandang sangat 
berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas seperti; 
1) kejahatan - kejahatan yang memgancam keamanan Negara 
( Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo, Pasal 129 
KUHP) 
2) Kejahatan - kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan 
atau dilakukan dengan faktor - faktor pemberat, misalnya: Pasal 
140 ayat (3), Pasal 340 KUHP. 
3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang 
sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4). Pasal 368 ayat (2) 
KUHP. 
4) Kejahatan - kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai 
(Pasal 444) KUHP. 
 
 Pidana penjara 
(Adami Chazawi, 2008: 34-35), stelsel pidana penjara menurut 
Pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi: 
a. Pidana penjara seumur hidup, dan 
b. Pidana penjara sementara waktu. 
pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan - kejahatan 
yang sangat berat, yakni: 
a) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti pasal 104, Pasal 
365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) KUHP, dan 
b) Beridiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatifnya adalah pidana 
penjara sementara setinggi - tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 
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106 dan Pasal 108 ayat (2) KUHP. 
 
 Pidana kurungan 
Menurut Niniek Suparmi (Adami Chazawi, 2008: 38) 
mengemukakan: "pidana kurungan adalah bentuk - bentuk dari 
hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu 
pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai 
dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman 
penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang". 
 
Adami Chazawi (2008: 38-39), dalam beberapa hal pidana kurungan 
adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut: 
a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak 
b) Mengenal maksimun umum, maksimun khusus dan minimun umum, 
dan tidak mengenal minmum khusus. Maksimun umum berupa 
pidana penjara 15 tahun karena alasan - alasan tertentu dapat 
diperpanjang menjadi maksimun 20 tahun, dan pidana kurungan 1 
tahun yang dapat diperpanjang maksimun 1 tahun 4 bulan. Minimun 
umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. 
Sementara itu, maksumun khusus disebutkan pada setiap rumusan 
tindak pidana tertentu sendiri - sendiri, yang tidak sama bagi setiap 
tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak 
pidana yang bersangkutan. 
c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk 
menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana 
kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara. 
d) Tempat menjalani pidana penjara Sama dengan tempat menjalani 
pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus 
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dipisah. 
e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila 
terpidana tidak ditahan, yaitu pada putusan hakim (setelah 
mempunyai kekuaan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat 
pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan 
tindakan-tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam 
Lembaga Permasyarakatan. 
 
 Pidana Denda 
Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III) 
baik Sering sebagai alternatif pidana kurungan maupun berdiri 
sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan - kejahatan ringan 
maupun kejahatan culpaculpa, pidana denda sering diancamkan 
sebagai alternatif dari pidana kurungan. 
 
 Pidana tutupan 
pidana tutupan ditambahkan ke dalamdalam Pasal 10 KUHP 
melalui UU No. 20 tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "dalam 
mangadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan 
pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, 
Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.  
 
 Pidana tambahan 
Melihat dari namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini 
hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, 
tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam perampasan barang - 
barang tertentu. Pidana tambahan ini harus bersifat fakultatif, 
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artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus ada hal - hal tertentu 
dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 
bis, Pasa 261 dan Pasal 275. 
 
 Pidana Perampasan 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal 
sejak sekian lama. 
   Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama 
barang - barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang - 
barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan 
kejahatan. Dalam hal ini, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah 
kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat di 
dalam Pasal 250 bis KUH dan juga di dalam perundang - undangan 
di luar KUHP. Pasal 250 bis berbunyi: 
" pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini maka dirampas: mata uang palsu, yang di 
palsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas Negara atau uang 
kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu; bahan - bahan atau 
perkakas itu, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru 
memalsukan atau untuk memempergunakan harga mata uang 
kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda - 
benda tersebut bukan kepunyaan terpidana". 
   Dalam ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi 
imperatif, berbeda dengan yang umum yang bersifatbersifat 
fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan 
terpidana. 
 
 Pengumuman Putusan Hakim 
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Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila Hakim memerintahkan 
supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang - undang ini 
atau aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula 
bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan 
 
Delik kesusilaan merupakan permasalahan yang sering menjadi 
pembicaraan baik dikalangan ahli hukum maupun para ahli diluar bidang 
hukum, bahkan masih menjadi hal yang dianggap kurang jelas oleh 
masyarakat. Delik kesusilaan berhubungan erat dengan norma kesusilaan 
yang terdapat dalam masyarakat, sehingga merupakan hal yang berbeda 
antara kelompok yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. 
Keadaan tersebut menyebabkan perbedaan norma terhadap 
perbuatan yang termasuk kesusilaan. Rasa susila terhadap masyarakat, 
meskipun sebagian besar mempunyai kesamaan bahkan secara universal, 
akan tetapi ada perbedaan perbuatan yang dinilai berbeda antara satu 
kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. 
Ketentuan dalam perundang - undangan tidak pernah memberikan 
pengertian apa yang dimaksud dengan pelanggaran kesusilaan itu, kecuali 
bentuk - bentuk perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran 
kesusilaan. 
Kesusilaan adalah perbuatan - perbuatan yang berhubungan dengan 
seks sedangkan yang tidak berhubungan dengan seks disebut sebagai 
kesopanan. Dikatakan kasusilaan dalam arti sempit diartikan sebagai 
perbuatan - perbuatan yang berhubungan dengan seks, sedangkan 
kesusilaan dalam arti luas meliputi kesusilaan dalam arti sempit yaitu 
perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan seks. 
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1. Tindak Pidana Pemerkosaan dan Unsur- unsurnya 
 
Tindak pidana pemerkosaan ini diatur dalam Bab XIV KUHP, 
sebagaimana dalam awal pembahasan buku ini dikemukakan, bahwa 
tindak pidana pemerkosaan ini merupakan tindak pidana pemerkosaan 
ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan delik kejahatan 
terhadap kesusilaan. 
Tindak pidana pemerkosaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 285 
KUHP yang menyatakan: 
" Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam 
karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 
tahun". 
Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 
tindak pidana pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan 
seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan. 
Namun apabila korban dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, 
delik pemerkosaannya telah diatur dalam Pasal 286 KUHP yang 
menyatakan; 
“ Barang siapa bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan padahal di 
ketahuinya wanita itu dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya 
diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 
Dari pasal tersebut dapat juga di simpulkan bahwa pengertian 
tindak pidana pemerkosaan adalah suatu perbuatan persetubuhan 
dilakukan dimana kondisi wanita sedang pingsan dan tidak berdaya. 
Hal penting yang perlu diketahui berkaitan dengan penerapan 
pasal tersebut diatas adalah, bahwa seseorang yang melakukan 
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persetubuhan dimana kondisi seorang wanita sedang dalam keadaan 
tidak sadar atau pingsan akan memperoleh sanksi pidana penjara paling 
lama 9 tahun. 
Hal tersebut di atas mengandung satu unsur saja, yaitu unsur 
persetubuhan yang dilakukan dimana kondisi wanita sedang dalam 
keadaan tidak sadar atau pingsan. Hal tersebut dapat kita lihat pada 
Pasal 286 KUHP tersebut,tampak kata wanita dalam keadaan pingsan 
atau tidak berdaya.  
Dengan demikian apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi 
maka seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut sudah dapat 
dijatuhkan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya 
tersebut meskipun tidak terpenuhi keduanya. 
Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan, 
karena kadang tindak pidana ini didahului atau disertai dengan tindak 
pidana lain, misalnya pencurian, bahkan pembunuhan. Modus operandi 
tindak pidana ini semakin meningkat dari segi kualitasnya, kadang 
dilakukan dihadapan sesama pelaku. Kerugian yang di timbulkan dari 
tindak pidana ini tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan juga 
kerugian non fisik yang merupakan penderitaan yang sangat merugikan 
dan membebani kehidupan Korban. 
 
Pada tindak pidana ini, terdapat beberapa unsur yang memenuhi yang 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Si pelaku adalah harus laki - laki dan korbannya harus 
perempuan. Apabila pembuatnya perempuan dan korbannya 
adalah laki - laki, maka pembuat undang - undang itu tidak perlu 
di hukum sebab akibatnya bagi laki - laki tidaklah sehebat bagi 
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perempuan yang dipaksa itu (perempuan dapat hamil). 
Pemerkosaan perempuan terhadap laki - laki sulit terjadi dan 
kalaukalau terjadi digunakan Pasal 289 KUHP. 
2. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman - ancaman 
kekerasan. 
Menurut (Sianturi, 1993: 79) yang dimaksud dengan kekerasan 
adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga 
terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan 
kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. 
Membuat seseorang yang di ancam ketakutan karena ada 
sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan itu 
berupapenembakan ke atas, mendorongkan senjata tajam 
sampai dengan mengutarakan akibat - akibatnya yang 
merugikan apabila tidaktidak dilaksanakan. 
 
Demikian pula dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk 
memaksa/menakut - nakuti untuk mengakibatkan perlawanan 
orang yang dapat di paksa menjadi lemas. 
 
Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang 
pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 
kekerasan. 
 
Ketentuan Pasal 89 KUHP pidana ini diperjelas lagi Soeliso 
sebagai bentuk kekerasan, adalah : mempergunakan kekuatan 
jasmani, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam 
senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, Pingsan 
artinya tidak ingat  atau tidak sadar akan dirinya. Umumnya 
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memberi minum racun atau obat, sehingga orang tidak ingat lagi. 
Tidak berdaya artinya, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga 
sama sekali. Sehingga tidak dapat melakukan perlawanan, 
misalnya mengikat dengan tali pada kaki dan tangan, 
mengurung dalam kamar, dan sebagainya. 
 
3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya. 
Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain 
yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak si 
pemaksa. 
Dalam hal ini diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko 
yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka - 
luka/kesakitan dari pada mengikuti kehendak dari pemaksa. 
Disini harus dilihat atau dinilai secara kasuistis kewajarannya. 
Pemaksa pada dasarnya di barengi dengan kekerasan. 
Pokoknya akibat si pemaksa itu juga tidak dilaksanakan adalah 
sesuatu yang merugikan si terpaksa. 
Unsur perempuan yang bukan istrinya adalah perempuan yang 
disetubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah 
menurut Agama dan Negara. 
 
4. Bersetubuh dengan dia (laki - laki) 
Menurut (Sianturi, 1983: 231) yang dimaksud dengan 
persetubuhan adalah: 
" Memaksa kemaluan laki - laki ke dalam kemaluan wanita yang 
dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan laki - laki hanya 
sekedar menempel di atas kemaluan perempuan, tidaklah dapat 
dipandang sebagai persetubuhan malahan pencabulan dalam arti 
sempit yang diterapkan Pasal 289 KUHP". 
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Menurut A. Zainal Abidin Farid (1987: 119) tidak diperlukan 
keluarnya air mani laki - laki sudah cukup jika kemaluan laki - laki 
di masukkan ke dalam kemaluan wanita dengan alasan sebagai 
berikut: 
a. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah 
Bahamian tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu 
kebinatangan si laki - laki. 
b. Bertentangan dengan rasa keadilan (Kepribadian Bangsa 
Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak dapat di hukum 
sebagai pemerkosaan (hanya dapat di hukum sebagai 
mencoba memperkosa). 
 
 
2. Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Pelecahan Hak Asasi 
Perempuan 
 
perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang menjadi 
urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem 
public karena kejahatan ini jelas - jelas merupakan bentuk perilaku 
primitive yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas yakni siapa 
yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain. 
Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan bahwa " masalah 
perkosaan tidak lagi dipandang sebagai masalah individu antar individu 
molaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak 
asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap 
segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian 
martabat manusia".  
Hak asasi perempuan adalah mencakup hak perempuan untuk 
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memiliki kontrol dan keputusan secara bebas dan bertanggung jawab atas 
persoalan - persoalan berkenaan dengan seksualitas mereka, termasuk 
kesehatan produksi dan seksual, bebas dari paksaan, diskriminasi dan 
kekerasan. Perkosaan dan penganiayaan selama ini menjadi indikasi dan 
bukti lemahnya perlindungan hak asasi perempuan dari tindakan 
kekerasan seksual. 
 
3. Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual 
a. Pengertian Kekerasan Seksual 
Perkosaan merupakan bentuk konkrit kekerasan terhadap 
perempuan, pelaku perkosaan tidak menganggap perempuan sebagai 
manusia yang sederajat dengan dirinya tapi hanya menganggap 
perempuan sebagai objek seks semata yang dapat memuaskan nafsu 
birahi. Oleh karena itulah, biasanya perlakuan pelaku perkosaan 
terhadap korbannya amat semena - mena. Korban tidak hanya 
menderita kerugian secara fisik, tetapi juga secara psikis, korban 
perkosaan biasanya mengalami luka - luka pada beberapa bagian 
tubuhnya. Indikatornya dapat dilihat dari bagian kepala, dada, punggung, 
lengan, tangan, maupun alat kelamin perempuan bersangkutan yang 
meliputi bibir kemaluan, selaput darah maupun vagina. 
 
   b. Akibat Yang Timbul Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan 
Korban perkosaan tidak hanya mengalami akibat kekerasan 
secara fisik saja, akan tetapi akibat yang terburuk cenderung kepada 
akibat psikis, sebagai akibat tekanan eksternal yang di derita oleh 
korban perkosaan. Tekanan eksternal yang berupa budaya yang 
mentabukan perkosaan/kehamilan diluar pernikahan akan membuat 
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korban merasa malu, cemas, gelisah, takut dan pada akhirnya akan 
menarik diri dari lingkungan sosial. 
Tekanan ekternal tersebut memperparah konsidi psikis korban 
perkosaan dimana dirinya sendiri sudah merasa terpukul, terhina, tidak 
terhormat, bahkan merasa kotor, berdosa dan tidak berguna. Dari segi 
media, seorang perempuan korban perkosaan biasanya mengalami 2 
macam akibat psikis yang berbeda setelah di perkosa. Dampak psikis 
yang langsung di derita oleh seorang perempuan begitu dirinya 
diperkosa pada umumnya adalah depresi berat. 
 
 
D. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan. 
 
Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang  melanggar Hukum 
dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakatmenetangnya. 
Secara Yuridis Formal, kejahatan bentuk tingkah laku yang bertentangan 
dengan moral kemanusiaan(immoril), merugikan masyarakat, a-sosial 
yang sifatnya ndan melanggar hukum serta undang-undang pidana. 
Kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak 
lahir). Tingkah laku kriminal itu biasanyanya dilakukan oleh siapa saja, baik 
wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun 
lanjut umur. Kejahatan juga biasa dilakukan dengan tidaksadar sama 
sekali. Masyarakat yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi 
aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang 
tidak sehat.ahan pembicaraan,  
Salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang ada pada akhir-akhir 
ini, banyak mendapat sorotan, adalah tindak pidana pemerkosaan. 
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Masalah pemerkosaan telah menjadii bahan pembicaraan,aik dikalangan 
para ahli hukum, maupun masyarakat, atau lingkungan para wanita. 
Perhatian keji, di luar perikemanusiaan dan tidak berdiri sendiri. Tindak 
pidana perkosaan tersebut, tidak hanya ditujukan kepada rtemaja atau 
wanita dewasa saja jmelainkan juga ditujukan terhadap anak-anak. 
 
Perlindungan korban tndak pidana dapat diartikan sebagai pelindunfan 
untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian 
orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Perlindungan hukum 
terhadap wanita korban kekerasan perkosaan yakni berupa pergantian 
kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan 
tetapi terhadap pergantian  kerugiaan immateriil, dibeberapa negara 
(apabila pelaku orang tidak mampu) dibebankan kepada negara. 
1. Ganti kerugian Bagi korban Perkosaan 
Dasar Hukumnya : 
a. Pasal 1365 KUHAP 
b. Pasal 98 KUHAP 
c. UU Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 
2004 mengatur pidana denda bagi pelaku. 
a) Restitusi, gantikerugian yang diberikan oleh pelaku. 
b) Kompensasi, ganti kerugian yang diberikan Negara karena 
pelaku tak mampu. Dimunkingkan sebagai upaya pemberian 
pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka 
mengembangkan kesejahteraan dan keadilan. 
c) Bantuan : pengobatan, pemulihan mental ( psikiater, psikolog, 
sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi 
kesehatan. Aparat penegak Hukum harus senantuiasa siap 
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siaga membantu juga memberikan perhatian yang istimewa 
terhadap tiap korban. 
2..  Tujuan Dan Perlindungan Korban 
 Adapun tujuan dari perlindungan korban sebagai berikut  : 
a. Memberikan rasa aman terhadap korban, khusunya pada saat 
memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana 
b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut 
dalam menjalani proses peradilan pidana. 
c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam kehidupan masyarakat; 
d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga 
korban, tapi jufa  kepada masyarakat; 
e. Memastikan perenpuan bebas dari bentuk kekerasan 
f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk 
kejahatan yang serius dan merupakan perlanggaran Hak Asasi 
Manuisia 
g. Memujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis jender 
h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan perempuan 
(perkosaan). 
 
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
 
1.   Dasar Pertimbangan Hakim 
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Sebab putusan 
hakim merupakan salah satu sumber hukum yang mengikat. Putusan 
hakim melahirkan kepastian hukum tentang status seorang terdakwa. 
Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mencerminkan keadilan, 
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namun persoalan keadilan merupakan suatu hal yang kompleks, tidak 
hanya bergantung pada pertimbangan hukum semata, melainkan 
persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu 
para pencari keadilan, sehingga keadilan menurut hukum sering 
diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari 
keadilan. 
Hal penting yang harus dipahami bahwa keadilan itu bersifat 
abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu 
dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum, maka kita tidak hanya 
memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan 
Di dalam Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman ( UU No. 
48/ 2009 disebutkan bahwa : 
a. Pasal 14 (1) : “ Putusan diambil berdasarkan sidang 
permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia “ 
b. Pasal 23 “Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat 
dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang 
menentukan lain “ 
 
Menurut (R.Soesilo) Seorang Hakim dituntut bertindak adil dan 
bijaksan. Kebijaksanaan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya 
hukuman berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lain antara lain 
dapat di lihat dari : 
d. Hakim harus meperhatikan / memperhitungkan sifat dan 
tingkat tindak pidana yang di lakukan terdakwa. 
e. Keadaan yang menyertai tindak pidana. 
f. Terhadap terdakwa, unsur, kepribadian, tingkat pendidikan  
dan lingkungan. 
g. Pertimbangan-pertimbangan tambahan, dalam persidangan 
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apakah terdakwa bersikap sopan menjawab tidak 
berbelit-belit / memperlancar jalannya sidang, menyesali 
perbuatannya, minta maaf korban, dan lain-lain 
h. Pertimbangan Hakim terhadap keadaan korban , apakah 
keadaan korban tidak dalam keadaan parah, mengalami 
goncangan jiwa, memaafkan perbuatan terdakwa, dan 
lain-lain. 
 
Tim Perancang KUHP Nasional membuat kategori bahwa 
sebelum seorang Hakim menjatuhkan pidana, Hal-hal yang harus 
dipertimbangkan berdasarkan Pasal 51 Rancangan KUHP edisi 
tahun 2000 adalah sebagai berikut : 
a. Kesalahan pembuat 
b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana 
c. Sikap batin pembuat 
d. Riwayaat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat 
e. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana 
f. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat 
g. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
dilakukan 
h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga 
korban tindak pidana dilakukan dengan terencana. 
 
Tujuan dari penjatuhan pidana atau hukuman terhadap 
terdakwa adalah untuk mendidik dan membina pelaku kejahatan, 
agar ia sadar akan perbuatannya dan akhirnya bisa kembali menjadi 
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orang baik dalam masyarakat. 
2. Putusan Hakim 
(Prakoso Djoko) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
hukum Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), kita menjumpai 
tiga macam PutusanPengadilan. Ketiga macam putusan tersebut 
berturut-turut diatur dalam pasal 191 ayat (1), (2), dan ayat (3), 
Adapun ketiga macam Putusan tersebut adalah: 
1. Putusan yang berisi pembebsan terdakwa dari dakwaan 
(vrijspizak) 
Putusan bebas hanya menuntut bahwa kesalahan 
terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti. 
Jadi tidak menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan 
perbuatan itu, akan tetapi dalam Persidangan hal itu tidak 
terbukti. 
2. Putusan yang berisi pelepasan terdakwa dari segala 
tuntutan Hukum (ansslag van alle rechtsvevolging) 
Yaitu Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim jika ia 
berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwaakan oleh 
Jaksa kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan ini tidak 
merupakan suatu tindak pidana. 
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (veroordeling) 
Yaiitu putusan yang di jatuhkan apabila yang di 
dakwaankan kepada Terdakwa oleh Hakim dianggap 
terbukti dengan sah dan menyakinkan merupakan suatu 
tindak pidana. 
 
Dalam menjatuhkan suaatu putusan. Hakin memiliki kebebasan 
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Namun disamping itu seoran Hakim juga memiliki keterikatan 
terhadap putusan tersebut. Keterikatan tersebut fimaksdukan untuk 
menghindari suatu putusan yang sekehendak hati. Oleh karena itu, 
meskipun Hakim mempunyai kebesan namun ia tetaplah tidak boleh 
bebruat sekendak hati dalam menjatuhkan putusan terhadap 
Terdakwa. 
Sebagaimana telah di sebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang 
Pokok kekuasaan kehakiman No. 48 tahun 2009: 
“ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia ”. 
Yang dimaksud dengan ”peradilan” adalah tugas yang 
dibebankan kepada pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah 
sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum 
dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan khusus 
dari hakim (pengadilan) adalah memberikan putusan atau vonis dan 
penetapan hakim. 
Sudarto, Mengatakan bahwa Hakim memberikan keputusannya 
terlebih dahulu ia memperhatikan fakta-fakta atau perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa, kemudian diterapkan hukuman yang cocok 
dengan fakta-fakta itu, sebagaimana dengan jelas penafsiran dapat di 
tetapkan apakah terdakwa sendiri dapat dipidana, dan akhirnya 
menyusul diktum putusan ini sebagai konklusi. 
Apabila Hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa putusan 
yang diajukan kepadanya maka tibalah saaatnya ia akan memberikan 
putusan atas perkara tersebut, Karena dalam perkara pidana itu di 
cari adalah kebenaran materiil, maka putusan Hakim itu harus 
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dilandasi dengan adanya keyakinan. 
Dimaksud dengan keyakinan Hakim adalah suatu keyakian 
yang ada pada Hakim, kalau ia tidak menyungsikan sama sekali akan 
adanya kemungkinan lain daripada yang digambarkan kepadanya 
melalui suatu pembuktian, jadi hal baginya hal yang diyakini 
kebenaaran itu sudah diluar keragu-raguan yang masuk akal. 
Sehubungan dengan itu pemeriksaan dalam sidang pengadilan 
merupakan kelanjutan bagian akhir perkara pidana untuk menguji 
hasil pemeriksaan pendahuluan agar di peroleh bahan final melalui 
pencocokan antara hal-ikhwal yang dituduhkan dengan hal-ikhwal 
dari data-data atau fakta-fakta yang terungkap didepan pengadilan. 
Bahan final yang diperoleh dari pemeriksaan sidang Pengadilan akan 
menjadi dasar pertimbangan Putusan pengadilan. Dalam praktek 
Pengadilan Negeri pada umumnya suatu putusan Hakim 
mempergunakan rumusan Penutupm “bahwa berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut diatas dan 
menghubungkan fakta yang dengan yang lainnya, maka timbullah 
keyakinan Hakim” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
BAB III 
 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 
     Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan 
diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri 
Makassar. 
Penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada 
instansi tersebut sesuai dengan studi kasus yang penulis akan kaji 
sekaligus yang berwenang memutuskan perkara tersebut pada peradilan 
tingkat pertama. 
     Sedangkan penelitian untuk internet, penulis melakukan pencarian 
pada situs www. Google.com dan www. Hukumonline. Com serta situs 
lainnya yang berhubungan dengan tulisan ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
    Jenis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Data primer, yakni data yang diperoleh melalui wawancara langsung 
pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara tersebut. 
2) Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari beberapa literatur 
hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini. 
Sedangkan sumber data yang dipergunakan penulis adalah dengan 
melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam proses 
penyidikan perkara tersebut dan melalui penelusuran berbagai literatur 
hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini. 
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C. Tekhnik Pengumpulan Data 
   Dalam pengumpulan data penulis melakukan metode sebagai berikut: 
a) Metode penelitian Kepustakaan (Library research) 
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 
mempelajari data dan informasi yang bersumber dari literatur, Surat 
kabar, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada 
sekarang ini. 
b) Metode Penelitian Lapangan (Field research) 
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data 
dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang 
terlibat dalam proses penyidikan perkara tersebut. 
 
D. Analisis Data 
    Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe 
penelitian deskriptif yaitu penganalisian data yang diperoleh dari studi 
lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan 
menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara 
yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan - peraturan perundang - undangan. 
Dari analisa inilah ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Ketentuan Pidana Materiil Oleh Hakim Dan Jaksa 
Penuntut Umum Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dimana 
Korban Dalam Kondisi Tidak Sadar. 
 
    Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penerapan hukum pada 
putusan perkara pidana No. 1251/Pid.B/2013/PN.Mks sudah tepat yakni 
pasal 286 KUHP. Hal ini sesuai dengan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa 
Penuntut Umum yang selanjutnya disebut JPU, dimana JPU dalam 
menyusun Surat tuntutan wajib mempertimbangkan keadaan - keadaan si 
pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan 
pidana yang dilakukan, dan dipengaruhi tindak pidana bagi terpidana 
dimasa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak 
lagi keadaan lainnya sehingga nantinya akan menjadi bahan rujukan yang 
harus diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana. 
Selain itu dalam menerapkan hukum yang akan digunakan dalam 
kasus penyertaan dalam tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh 
anak ini, haruslah telah memenuhi tujuan dari pemidanaan yakni akibat 
melakukan kejahatan maka seseorang akan dihukum dimana nantinya 
hukuman tersebut adalah merupakan balasan dari apa yang dilakukannya 
sehingga diterapkan dengan adanya hukuman ini dapat menjadi pelajaran 
dan pembinaan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan 
tindak pidana. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan 
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Negeri Makassar dengan melakukan wawancara terhadap suprayogi. 
SH,selaku pembimbing penelitian adalah sebagai berikut: 
" Bahwa dalam Perkara Pidana No. 1251/Pid.B/2013/PN.Mks Pasal 286 
yang diberikan oleh JPU memang sudah sesuai dengan apa yang 
diperbuat oleh terdakwa dengan melihat keterangan terdakwa serta 
dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula 
dengandengan barang bukti, dilihat dari bukti - bukti tersebut JPU 
berkeyakinan bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana diatur oleholeh Pasal yang dikenakan diatur selain itu JPU 
juga dikuatkan oleh berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Polisi serta 
akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami trauma dan merusak 
masa depan korban maka dari itu JPU menuntut Pasal 286 KUHP." 
Berdasarkan berita acara itu pula maka Jaksa Penuntut Umum 
menyusun dakwaan terhadap kasus penyertaan dalam tindak pidana 
pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Sabir alias Bin Arifin Dg 
Rumpa terhadap korban Reski Febriyanti yang dibacakan pada 
persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
pada pokoknya mengatakan bahwa: 
 
Bahwa terdakwa Sabir Bin Arifin DG Rumpa pada hari minggu, tanggal 10 
Juni 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di dalam kamar kost terdakwa 
Sabir Bin Arifin DG Rumpa disamping SMA Negeri 21 Kelurahan 
Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Makassar, selanjutnya terdakwa 
mengajak menuju ke rumah tante terdakwa ke Sungguminasa Gowa 
namun Karena tidak ada orang akhirnya sekitar jam 15.00 wita terdakwa 
bersama dengan Reski Febriyanti kembali ke rumah kost terdakwa 
disamping SMA 21 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Makassar. kemudian 
korban diberikan minuman gelas merk teh gelas yang waktu itu disuruh 
menghabiskannya, sekitar 10 menit kemudian setelah meminum minuman 
tersebut korban merasa kepalanya pusing dan badannya terasa lemas 
sehingga tertidur dan tidak sadarkan diri. Saat itulah tersangkan Lk. Sabir 
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membuka celana korban dan menaikkan baju korban sehingga telanjangn 
bulat, selanjutnya memasukkan penisnya secara paksa ke kemaluan 
(vagina) korban, kemudian menggerakkannya secara naik turun secara 
berulang - ulang sehingga korban merasakan sakit pada kemaluannya 
yang berakibat keperawanan korban telah hilang diambil oleh tersangka Lk. 
Sabir yang bukan suaminya. 
 
Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 
VER/26/VI/2012/RUMKIT tertanggal 11 Juni 2012 menerangkan tampak 
luka lecet pada pertemuan bibir kemaluan kiri dan kanan bagian bawah, 
tampak robekan selaput dara arah jam empat, yang dibuat dan ditanda 
tangani oleh dr. Suzanna S. Pakasi, SP.OG dari Rumah sakit bhayangkara 
Mappaoddang Makassar. 
 
Adapun unsur dari tindak pidana pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP 
yaitu: 
A. Si pelaku adalah harus laki - laki dan korbannya harus perempuan. 
apabila pembuatnya perempuan dan korbannya laki - laki, maka 
pembuat undang - undang hal itu tidak perlu di hukum sebab 
akibatnya bagi laki - laki tidaklah sehebat bagi perempuan yang 
dipaksa itu (perempuan dapat hamil). Pemerkosaan perempuan 
terhadap laki - laki sulit terjadi dan kalaupun terjadi digunakan Pasal 
289 KUHP. 
B. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman - ancaman kekerasan 
menurut Sianturi (1989: 79) yang dimaksud dengan kekerasan 
adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap 
orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si 
terancam atau mengagetkan yang di kerasi. 
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C. Memaksa perempuan yang bukan istrinya, suatu tindakan yang 
memojokkan hingga tidak Ada pilihan lain yang lebih wajar baginya 
selain dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak 
diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat 
merugikannya, misalnya lebih baik mati saja atau luka - luka/ 
kesakitan dari pada mengikuti kehendak dari pemaksa. Disini harus 
dilihat atau dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksa pada 
dasarnya dibarengi dengan kekerasan. Pokoknya akibat si pemaksa 
itu juga tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan si 
terpaksa. Unsur perempuan yang bukan istrinya adalah perempuan 
yang disetubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah 
menurut agama dan Negara. 
D. Bersetubuh dengan dia ( laki - laki) 
Menurut Sianturi (1983: 321) yang dimaksud dengan persetubuhan 
adalah: 
" memaksa kemaluan laki - laki ke dalam kemaluankemaluan wanita 
yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan laki - laki hanya 
sekedar menempel diatas kemaluan perempuan tidaklah dapat 
dipandang sebagai persetubuhan malahan pencabulan dalam arti 
sempit yang diterapkan pada Pasal 289 KUHP". 
    Menurut A. Zainal Abidin Farid (1987: 119) tidak diperlukan 
keluarnya air mani laki - laki tetapi sudah cukup jika kemaluan laki - 
laki di masukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan alasan 
sebagai berikut: 
A. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan 
tetapi bertujuan melindungi perempuan dan nafsu kebinatangan 
si laki - laki. 
B. Bertentangan dengan rasa keadilan ( kepribadian bangsa 
Indonesia), bilamana hal yang demikian tidak dapat di hukum 
sebagai pemerkosaan ( hanya dapat di hukum sebagai 
mencoba memperkosa). 
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Setelah melihat unsur dan Pasal 285 KUHP dalam tindak pidana 
pemerkosaan, dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah 
merupakan dakwaan alternative yaitu Pasal 286 KUHP. 
    Adapun unsur - unsur dari Pasal 286 KUHP sebagai berikut: 
a. Unsur subjektif        :  yang ia ketahui 
b. Unsur-Unsur objektif  : 1. Barang siapa 
2. Mengadakan hubungan kelamin 
diluar pernikahan 
3. Bersetubuh denganseorang 
wanita diluar perkawinan padahal 
diketahuinya bahwa wanita itu 
dalam keadaan pingsan atau tidak 
berdaya. 
 Unsur subjektif dari tindak pidana yang di atur dalam Pasal KUHP ialah 
yang ia ketahui, 
 Unsur ini sesuai dengan letaknya di dalam rumusan ketentuan pidana 
yang diatur dalam Pasal 286 KUHP meliputi unsur berada dalam keadaan 
pingsan dan unsur berada dalam keadaan tidak berdaya, sehingga apabila 
sepengetahuan pelaku tentang keadaan tersebut tidak dapat di buktikan, 
maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku. 
 Unsur objektif pertama dari pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP 
ialah unsur barang siapa. 
 Kata barang siapa itu menunjukan orang yang apabila orang tersebut 
memenuhi semua unbsur dari tindak pidana yang di atur dalam Pasal 286 
KUHPmaka dia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut. 
 Unsur Objektif kedua dri tindak pidana yang dia tur dala Pasal 286 
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KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan. 
Untuk memenuhi unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan 
ini, tidak disyaratkan terjadinya ejaculatio seminis, melainkan cukup 
[pelaku memasukan penis ke dalam vagina korban. 
 Unsur ketiga dari tindak pidana yang di atur dallam Pasal 286 KUHP 
ialah seorang wanita dalam keadaan pingsan atau wanita yang sedang 
dalam keadaan tidak berdaya. 
 Yang dimaksudkan wanita dalam pasal 286 adalah wanita pada 
umumnya, tanpa memandang usia wanita tersebut. 
Yang dimaksudkan wanita sedang keadaan pingsan ialah wanita yang 
yang tidak sadar sepenuhnya. 
 Yang dimaksudkan dalam keadaan tidak berdaya ialah berada dalam 
keadaan tidak berdaya secara fisik, yang membuat wanita tersebut tidak 
berdaya melakukan perlawanan. 
 
 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Sebuah Putusan No.1251/ 
Pid.B/2012/Pn.Mks 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam 
mengambil keputusan, Hakim hendaknya mempertimbangkan dengan 
penuh ketelitian, kecermatan, serta penguasaan yang mendalam tentang 
kasus posisinya karena putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak 
pencerminan nilai - nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi, 
penguasaan hukum, factual, visualisasi etika serta moralitas Hakim yang 
bersangkutan. Untuk itu Hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah 
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terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya 
dengan melihat bukti - bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, 
setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa 
yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian 
memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap 
peristiwa itu. 
   Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang 
kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil - 
adilnya. Dalam putusan Hakim aspek pertimbangan - pertimbangan yuridis 
terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling 
penting, dimana pertimbangan - pertimbangan yuridis ini secara langsung 
akan berpengaruh besar terhadap putusan Hakim. 
    Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur - unsur dari suatu 
tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal 
ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Maxi Sigarlaki , SH, 
MH (Hakim ketua yang mengadili perkara) No. 1251/Pid.B/2012/PN.MKS 
dimana beliau menyatakan bahwa: 
" sebelum menjatuhkan putusan, hal utama yang harus dipertimbangkan 
oleh Hakim melihat perbuatan terdakwa apakah telah memenuhi semua 
unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum berdasarkan fakta 
- fakta yang terungkap dari hasi pemeriksaan di persidangan terhadap 
keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan bukti - bukti lain yang 
dihadirkan dipersidangan sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan 
Hakim bahwa terdakwa benar - benar melakukan tindak pidanapidana 
tersebut." 
    Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dakwaan penuntut umum 
yang diajukan dalam persidangan adalah dasar pemeriksaan Hakim dalam 
menangani suatu perkara. Sebelum unsur - unsur tindak pidana yang 
didakwakan penuntut umum ini dibuktikan maka Hakim terlebih dahulu 
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akan menarik fakta - fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan 
para saksi, keterangan terdakwa dan bukti - bukti lain yang diajukan dalam 
persidangan. Pada dasarnya fakta - fakta dalam persidangan berorientasi 
pada dimensi tentang locus tempus delicti, modus operandi bagaimanakah 
tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa 
terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah 
akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti 
apa yang pergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan 
sebagainya. Adapun alat bukti dalam perkara No. 
1251/Pid.B/2012/PN.MKS berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di 
muka persidangan secara berturut - turut berupa: 
1. Keterangan saksi - saksi 
2. Alat bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih polos 
ada bercak darah, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) celana 
karet sepaha warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 
1 (satu) buah baju kain bercorak bunga - bunga warna merah putih, 
1 (satu) buah kemeja luar warna biru levis dikembalikan kepada 
pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah tempat minuman teh gelas 
dirampas untuk dimusnahkan; 
3. Alat bukti surat berupa visum et repertum dari rumah sakit 
Bhayangkara Mappa odang Makassar Nomor: 
VER/26/VI/2012/RUMKIT Tanggal 11 Juni 2012 yang ditanda 
tangani oleh dr. Suzanna S, Pakasi, Sp. OG. 
4. Keterangan terdakwa yaitu Sabir Bin Arifin DG. Rumpa 
 
Berdasarkan fakta - fakta persidangan tersebut dilakukan pembuktian 
mengenai unsur - unsur dari pasal yang didakwakan penuntut umum. 
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Adapun unsur - unsur yang terpenuhi pada perkara ini adalah dakwaan 
pertama yaitu Pasal 286 KUHP, yaitu unsur - unsurnya sebagai berikut: 
A. Barang siapa 
B. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal 
diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak 
berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun. 
 
Hasil analisis terhadap unsur - unsur tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Unsur barang siapa 
Yang dimaksud unsur barang siapa adalah terdakwa sebagai 
pendukung hak dan kewajiban dimana perbuatannya dapat 
dipertanggung jawabkan di muka hukum, dimana identitas terdakwa 
tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan dibenarkan 
oleh terdakwa, oleh karena unsur tersebut tidak dibantah dan 
dibenarkan oleh terdakwa maka unsur ini terpenuhi adanya. 
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan 
yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas yaitu: bahwa dalam 
fakta dipersidangan terungkap, menurut keterangan saksi Reski 
Febriyanti yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan 
pemerkosaan kepadanya: 
Bahwa benar pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 
15:30 Wita pada saat saksi terbangun dan tersadar, saksi 
merasakan rasa yang sangat sakit pada pinggul dan kemaluan 
(vagina) saksi dan ternyata pada saat itu saksi melihat keadaan 
saksi sudah tidak menggunakan celana dan celana dalam serta 
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baju dan BH saksi sudah terangkat sampai sebatas leher, dan 
terasa ada cairan yang masuk dan melengket di vagina saksi. 
Menimbang bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut di 
atas dimana semua unsur yang terkandung dalam pasal 286 KUHP 
telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai 
mana didakwakan kepadanya dakwaan kesatu. 
Menimbang bahwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa 
termasuk orang yang mampu bertanggung jawab atas segala 
perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal 
dengan perbuatannya tersebut. 
 
Menimbang bahwa pemberian pidana ini tidaklah dimaksudkan 
sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi merupakan 
berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun 
meringankan sebagai berikut: 
 
Hal yang memberatkan: 
1. Perbuatan terdakwa telah merusak kehormatan dan nama baik 
keluarga RESKI FEBRIYANTI 
Hal yang meringankan: 
1. Terdakwa sopan dalam persidangan 
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
3. Terdakwa belum pernah dihukum 
4. Antara terdakwa dan keluarga korban sudah damai 
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Menimbang bahwa masa tahanan terdakwa harus di perhitungkan 
seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan. 
Menimbang bahwa pidana sebagai masa terurai dalam amar putusan 
dinilai majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan. 
 
Menimbang bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada dalam 
tahanan sementara, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana 
yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya. 
 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan 
dipidana, maka ia harus membayar biaya perkara. 
 
Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini harus dinyatakan 
dirampas untuk dimusnahkan. 
 
C. Analisis Penulis 
    Kasus yang penulis bahas yaitu Tinjauan Yuridis Tindak pidana 
perkosaan, dimana terdakwa Sabir Bin Arifin DG Rumpa melakukan 
perbuatan pemerkosaan terhadap korban Reski Febriyanti. Ketentuan 
pidana mengenai perbuatan pidana tersebut diatur dalam Pasal 286 
KUHP. 
Seseorang dapat dipidana apabila perbuatan terdakwa harus 
memenuhi semua unsur tindak pidana, misalnya dalam kasus 
pemerkosaan Pasal 286 KUHP pelaku tindak pidana harus memenuhi 
unsur adanya kekerasan atau ancaman, memaksa wanita yang bukan 
istrinya untuk bersetubuh. Apabila pelaku memenuhi unsur tersebut maka 
dapat dikatakan ia melakukan tindak pidana pemerkosaan. Setelah 
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dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana maka dipertimbankan pula ada 
tidaknya alasan pemaaf dan pembenar, termasuk cakap hukum maka 
dikatakan terdakwa memenuhi unsur kesalahan sehingga terdakwa dapat 
dijatuhi pidana. Akan tetapi sebelum penjatuhan pidana dipertimbangkan 
hal - hal yang meringankan dan memberatkan dari terdakwa baru 
kemudian dijatuhi pidana. 
    Menurut penulis masih belum secara optimal memenuhi rasa keadilan, 
karena tampaknya terdapat unsur yang belum dipertimbangkan dalam 
pemidanaan, yaitu unsur korban. Demi keadilan selayaknya unsur korban 
dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. 
     Dari hal tersebut tampak bahwa kedudukan korban dalam sistem 
peradilan pidana cenderung terabaikan. Hal ini tidak lepas dari teori doktrin 
dan peraturan perundang - undangan yang cenderung broberorientasi 
pada pelaku dari pada berorientasi pada korban. 
   Pada putusan pengadilan yang menjadi bahan kajian, tampak unsur 
victim precipation akan tetapi aspek ini tidak pernah dipertimbangkan 
Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada pelaku. Tidak cantumkannya 
unsur victim precipation sebagai unsur yang meringankan berimplikasi 
pada putusan Hakim yang menjadi kurang memenuhi rasa keadilan. 
    Syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan dan orang. Unsur perbuatan 
meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan undang - undang dan 
perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. 
Unsur orang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang meliputi 
kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (dolus) atau kealpaan 
(culva) serta tidak ada alasan pemaaf. 
    Apabila syarat - syarat pemidanaan tersebut terpenuhi maka dapat 
dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, namun sebelum 
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penjatuhan pidana terdapat aspek yang harus dipertimbangkan di luar 
syarat pemidanaan yang meliputi kerugian dan atau penderitaan akibat 
tindak pidana yang menimpanya, serta derjatderjat kesalahan korban 
dalam terjadinya tindak pidana (victim precipation). 
    Kerugian dan / atau penderitaan yang besar dan berat merupakan 
aspek memberatkan pemidanaan terhadap pelaku, dan sebaliknya sedikit 
atau ringannya kerugian korban merupakan aspek meringankan bagi 
pemidaan terhadap pelaku. Derajat kesalahan korban dalam terjadinya 
tindak pidana ( victim precipition) merupakan aspek yang dipertimbangkan 
untuk meringankan pemidanaan bagi pelaku. Semakin tinggi derajat victim 
precipation maka semakin besar dipertimbangkan sebagai aspek yang 
meringankan pemidanaan. 
     Aspek pelaku yang dipertimbangkan meliputi sikap dan perilaku 
terhadap korban pasca terjadinya tindak pidana, kepribadian, serta 
komitmen terhadap korban penyelesaian kasus. Sikap dan perilaku pelaku 
terhadap korban diliat apakah pelaku menghargai korban dan menyesali 
perbuatannya, meminta maaf kepada korban dan memberikan dukungan 
serta bantuanbantuan. Kepribadian pelaku dilihat dari aspek karakter dan 
perilakunya dalam kehidupan sehari - hari, apakah pelaku pernah atau 
sering melakuka perbuatan tercela atau tidak. Demikian pula dengan 
perilaku pelaku dalam proses peradilanperadilan pidana yang dapat 
dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan atau memberatkan 
pemidanaan. 
   Setelah syarat - syarat pemidanaan terpenuhi dan aspek - aspek 
korban dan pelaku dipertimbangkan, maka pemidanaan dapat diputuskan 
jenis dan lamanya pidana dijatuhkan dikorelasikan dengan sepenuhnya 
syarat - syarat pemidanaan serta pertimbangan aspek korban dan pelaku. 
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    Demikian pula dengan kompensasi dapat dipakai sebagai alternatif 
sistem bagi pemerintah dalam jangka rehabilitasi atas kerugian dan / atau 
penderitaan untuk membantu warganya yang menjadi korban tindak 
pidana. 
     Terhalangnya restitusi dapat disebabkan antara lain tidak 
terungkapnya kasus, pelakunya tidak tertangkap atau melarikan diri, 
pelakunya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, atau 
Palauya meaninggal dunia. Tidal optimal restitusi dapat disebabkan antara 
lain karena pelakunya tidak dalam posisiposisi yang mampu untuk 
membayar yang disembarkdisebabkan karena masih muda dan belum 
berpenghasilan, dan / atau pelakunya secara ekonomi tidak mampu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
48 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
   Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, maka penulis menarik 
kesimpulan yakni sebagai berikut: 
A. Adanya kelemahan fisik pada pihak korban 
Kelemahan fisik yang ada pada pihak korban yakni secara sosial 
kedudukan pihak korban yang secara fisik adalah lemah sehingga 
sangat sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan kepada pihak 
pelaku karena kekuatan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan 
pemerkosaan. 
B. Adanya perilaku korban yang menjadikan pelaku menjadi 
terangsang untuk melakukan pemerkosaan 
Sikap dan tingkah laku korban yang merasa dirinya tidak bersalah 
atas segala tindakan seperti itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak 
pelaku untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban, yang 
mereka tunjukkan pada pihak pelaku. Sedang bagi pihak pelaku 
bahwa keberadaan korban sebagai pihak yang menyebabkan pihak 
pelaku menjadi terangsang. Sehingga sikap korban demikian 
dianggap oleh sebagian pelaku bahwa korban berprilaku 
merangsang pihak pelaku untuk melakukan pemerkosaan. 
C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap  
perkara putusan No. 1251/Pid. B/2012/ PN. MKS berdasarkan alat - 
alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, alat bukti Surat dalam hal 
ini hasil visum et-repertum dan keterangan terdakwa serta fakta - 
fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan 
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hakim itu sendiri, selain itu sebelum hakim menjatuhkan pidana 
terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang dapat 
memberatkan dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana 
yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. 
 
B. Saran 
    Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah: 
1. Dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan aparat hukum telah 
mengupayakan dengan melakukan tindakan terhadap para pelaku 
kejahatan pemerkosaan. Korban dengan melakukan upaya 
preventif dan upaya representif, dan juga memperhatikan dampak - 
dampak yang terjadi pada korban akibat kejahatan pemerkosaan. 
2. Hakim harus cermat dalam mengambil suatu keputusan terhadap 
adanya perkara pidana agar tujuan akhir dari adanya proses hukum 
yakni penegakan rasa kebenaran dan keadilan dapat tercapai. 
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